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P ety LT ind sebhagaimena
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renganut wadi=l g
kelerrbagaon. Sehugaimuna
disebuthan Dve ( 1995), lembruiga
premerintah (sebu Pemerintaly I}
memang sah dalom memlbe
ivsbrenmzn Jegul seperti LU secara
universal, dan memiliki mmopoli
fumgsi pomaksaan (foeesiy dalam
kehidupan bersama, dengan delih
kebijakan pemaeriniah (Nawawi,
19947, Arguroentasi yang
mendukuny pandengan i adalah
reabitas kehadirap T inl schagal
instrumen kebijokan publik hidang
pendidiban tngzi di Indancsia
semata-mata sehasn landasam
pomcrintah datam mengendalilean
peryelengoaraan pendidikan
Linggi.

Kehadiran instrumen kebijakan
SCAMACHTT I cendarung
mengakailkon pertimbangan
perimbangan yang bersFat
metvdoloz s, Kedog, sehapat
inatrinmen lehipakar publik T in
dapatd:pahami dari sudol pandang
analisis tmplementast kebijaken
{ Pamon dan Saweiki, [933)
tenpingat produk UL i lahir,
bertkutnya dipublikasikan,
schingpa tidak seluruh komponen
mssvarakel yana berkepentingan
dengan memahaminya seears
leraprishenst [ Selanjutnya, proses
inplementas kubiju-kzm SUTTHCATT
ini ditkuld dengan instoumest lain
wvang cenderung bernuimsa sarksi
dan huluman enluk maksud

puenerithan karena prakrek vang
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D, Khirjan Nahdi, M.Hunm. '
UU Pendidikan Tinggi: Pragmatisme
Masyarakat, Kompetensi, dan Tanggung Jawab

Pemerintah

Kehadiean UL R Mo, 12 Tahun 2012 tentang Pendidilean Tingen dapal di-

pahami dart sudut pandang Studi Kebijakan karena laziimnya setiap produk hukum
vang dihasgilkan oleh pemerintah dalam berbagai bentuk merupakan instrumen le-
oal kebijakan pemermiah untuk berbagai aspek pembangunan publik. Diua Hal
perlu digariskawali terkait dengan proses lehimyy dan maodel analisis kehijakan
atas UL mi.

berbeda dengan UL dianggap
sebaral scbuah pelangparan
Frozes kelahiran ingtrinmen
kebijakan publik menurul tradiss
Learn kelembaeaan dan proses
analizismye menurat anahisis
implementasi kebijakan
schagaimana dischulkan
sebelumnya akan berkonsekuensi
terhadap pruses penalsivan dan
implementasinya pada Tingkangan
implementasi kobijakan publike

Lingkungan unplamentasi
kebijakan vargr dimaksud
sebagaimang Matiand [1995)
adalah keseluruban konteks di
mara instrumen kebijalan
diimiplementasikan; geopmali,
Forneks sesiokulbaral, ketersediaan
stmher daya, dan politlk Tokl-
nasional. [Karena i, tawaran
diskusi berilkuinya menyanghkul
Ll dan implementasi UL o,
dengzan mangutip rumiisan pazal 31
(10, pasal 3200 dan {2, pasal 4%
{20, dan pasal 83 (2%

Pesdidikan Jarak Jauh, Kerja
Samn PT dan Kerercapaian
Komperensi

Fazal 31 {1y dan 33 (17, jika
ditalsirkan memberi peluang
kepada PT-PT memrhuka
pendidikan javak jauh dan
belerjasama ¢alam
penvelengaraan Program Studi
dedenn linghup pravinsi ataw Tuar
provvingt. haksud passl inadalah
adanya equivelensi dalam hal
konreks, lauttur dan sumber duva
puriiidikan pada kedua 1 vang

Opini Dosen

belerjasama dalam
penyvelenimraraan Progeain Studi,
koondizi pragmatis masyurakadi alay
pendidilean tingoi saat i
surivekali maniadi bumerang
datom pengembxmzon kompelens
acaual pilihan program studinya
karena proses akademik vang tdak
stancdar dan cendaring instan.
Realizasiya, kondisi beherapa
stendar pendidikan pada PT dan
Eamipus ulana fdal sama dengan
karspus ol

Selain standar pendidikan
sestil slardar nasional pendidilcan
ridak sehnubnya dapal dipenubn.
kemekisi ind Juga akan nenzgzenggsd
ketercaparan standar aloreditasi
menyanekut mahasizwa dan
bizlusan, Rurikubum, pembelajaran
dan suasama akadenik,

Bebelumiys, pemerintah dasrah,
sepert! WTB mengeluarkan edaran
cenluny lavanaan terbadap benerana
FI beraperazi di NTE dengan
serhagal poertirthanza, Letapt
aanvak sekali pemakal selar
sacjena dan magisier dart PLU-P L
dimaksud. Calam jangka panjang,
nar g juveab s uniub
muapu mengamatkan [PIEID
melalui penaluran Tmiak dan
Kepasitas magister sebagal
intelektusl vang prolesiondd {pasal
1H dun 19 maenjadi “jauh
pangzang dari api”.

Tangpung Jawab Pemerintal
Draerah

K stentuan pasal 43 (2) dan {3)
dirafsirkar memiliki implikasi




terhudapy petan serta pemerintah
daerall dalam mengembangkan BT
melalul unit kerja (SKPD) vang
siiah ada, seperti BAPPEDA, Dinas
fendidibag, Baden Lingkungan
[Tidup den Penclitian (BLHP) dan
Balithangdy, rermasuk pembaian
organisasi dan tata laksananva. Peran
sorla yang diberikan dapat bethenink
ke sama delam pengeuangan '
Dharrma M melali penviapan
konteks pendidikan den pengajanin,
kerja saima pengeinbanman IPTER
reelalul penclitiun, dan kera sama
pornberdayain mesyarakat melalug
PEM, Akan terjadi keiddakadilan
dulam relasi antara fnpas oo
ketika pemeriniah dactah
berekspektazi vingel atas kualiis
Inlusen PT jika pemerintal diusrh
tidak memberikan akses vanz cubup
memadai dalum rangka
pengembangan v Dharna PT di
wilayvuh masing-masing, Pemeriniih
daeral imelalul unil kevis vang ads
perlu ey esuatken dic dengan
kehadiran L1 ini dalam hentnk
pembentiican unil kerja bam secara
interaal atan menjadikan unit kerja
vang wda menjiadi lebih sirajesis
dalam memenuhi kebutuban U ini,
BAPPEDA melabn bidang werlzai
tidak sehadar menjalankan fingsi
athminsitratif kegiatan pene itian.
tetapt juma menjadi palaksana limesi
penclitian dengan kerja sana denpan

PT. Dinas Pendidikan dapat
memmbentuk unit baru yang khusies
mentlasilitasi kerjy sama cenean PT
alav memaksimulks vedt imermal
vang wii melalul kerjs suma
pendidikan dan pengajaran pada
kimpartenien pendidikan vang
menjadi tangging jwwabnya,
perclitian masalah-rasala
pendidikan (formal. mlormal, non
farmal, dan PAUD), Demikian pala
halnya dengar SKPD-SKPID lain
yang tarkait denzan sengembuangan
FT dapat mengambil pracarsa dun
aktivilas sestal dengan tupoksi

A nE-masinge:

Aduleosi dan Distribusi Anggaran
Pasal 85 (1) dan (2) lentang
aloxasi dany PV ridak dapal
dipisahkan dergun maksud pada
alternatil argumentas menyarnokl
pasal-pasal sebelurnve. dika UL
membutnblaan sinerpi Cengan
Pemerintah dalam hal pocgasasan

meavanglu penyelchiestaeg kilas
Jaub dan leeria sama BT sk tircyucdi
diversifikast alokasi angearin
pemdidilan di tdnakal Femeriniah
Daerah, dun tidak munglin akaa
dibebankan pads ketersodinin
anerarat Femantoh Dacrah,
Demikian pula haliya jika beberapa
SKPD terkait harus menambal
orEanisaal 2l upoksins, enty
tidak mungkin akun dibebankan pada

angearan pendidikan vang tersedia di
tinghut Pemeriniah Daerah, Artinyy,
Pemerintah Pusat haray
mengalokasikun dana khusus untuk
pengemibangan PT melalu
Femerintah Dacrah, sehagsimana
dilakukan atas dana pendidikan untuk
kompartemen Pendidikan Dasar-
Menenpah, PLS dan PAUDNL
Dregnikian, terima kasih
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